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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan telah diundangkan
Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan;

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan
perundangan-undangan dan peningkatan transparasi dalam
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menjadi Undang-
Undang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya
Penghapusan;

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2012 Seri A Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.
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Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 46)
diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah dan diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1
disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3a.

10.

11.
12.

Daerah adalah Kabupaten Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenagan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Magelang.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilayah Daerah.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.
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Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP dan
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat L-
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT,
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.
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26. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpanjakan yang berlaku.

27.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) BPPKAD melakukan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak.

(2) Selain pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak oleh BPPKAD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Wajib Pajak dapat mendaftarkan
objek pajak.

(3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan
harus melaporkan peralihan hak atas tanah dan bangunannya.

(4) Pendaftaran, pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengisi SPOP dan/atau L-SPOP
secara jelas, benar, lengkap yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya serta diketahui oleh petugas BPPKAD dan kepala desa/lurah.

(5) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diambil
langsung oleh Wajib Pajak di BPPKAD atau dikirim ke Wajib Pajak oleh
petugas BPPKAD.

(6) SPOP dan/atau L-SPOP yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada BPPKAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya SPOP dan/atau L-SPOP dilampiri:

a. permohonan tertulis dari Wajib Pajak; dan

b. bukti kepemilikan objek pajak dapat berupa sertifikat, akta jual beli, akta
hibah/waris, surat keterangan dari kepala desa/lurah atau dokumen
lainnya.

(7) Dalam hal SPOP dan/atau L-SPOP ditandatangani oleh kuasanya, ditambah
lampiran berupa surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP penerima
kuasa.

(8) Petugas BPPKAD mencatat SPOP dan/atau L-SPOP yang disampaikan oleh
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan memberikan tanda
terima.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5)
Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang paling lama 6 (enam)
bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan
dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.

(3) Apabila jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, pembayaran pajak dapat dilakukan
pada hari kerja berikutnya.

(4) Pembayaran pajak dilakukan melalui Kas Umum Daerah atau Bendahara
Penerimaan BPPKAD atau Petugas Pemungut Pajak yang ditunjuk secara
resmi atau tempat-tempat yang ditunjuk.
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(4a) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diketahui
melalui website resmi Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan
BPPKAD atau Petugas Pemungut Pajak, penyetoran penerimaan
pembayaran pajak dilakukan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu)
hari kerja berikutnya.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2), Kepala BPPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang
pajak.

(2) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD mengusulkan penghapusan piutang
pajak kepada Bupati.

(3) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

5. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, istilah DPPKAD dibaca BPPKAD
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Derah Kabupaten Magelang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Magelang.
BAB 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd
ZAENAL ARIFIN
Diundangkan di Kota Mungkid Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 28 Juli 2017 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI DAN
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, INFORMAST HUKUM

ttd
SARIFUDIN, S.H.

AGUNG TRIJAYA Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 23




